SUMATERA BARAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

' Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700 — 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang

http://www.sumbarprov.go.id — email : pdeisb@sumbarprov.go.id

Nomor . 64D/ 369 —P2BG /2013 Padang, 28 Desember 2023
Lampiran : 1 (satu) rangkap Jumadil Akhir 1445 H
Perihal : Hasil Analisa Kebutuhan Biaya Restorasi

dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang

Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
di-
PADANG

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan surat Nomor 1625 / KPTUN.W1-TUN2/HM2.1/X/2023 tanggal 20 Oktober
2023 perihal Permohonan Perhitungan Analisa Analisa Kebutuhan Biaya Restorasi dan
Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan hormat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang disampaikan, setelah dianalisis maka kebutuhan biaya restoras dan
perluasan gedung kantor adalah sebagai berikut :

a. Total Biaya Konstruksi Fisik : Rp. 19.600.000.000
b. Total Biaya Perencanaan Konstruksi : Rp. 1.136.800.000
c. Total Biaya Pengawasan Konstruksi : Rp. 813.400.000
d. Total Biaya Pengelolaan Kegiatan . Rp. 376.320.000
Jumlah Total Biaya . Rp. 21.926.520.000
Dibulatkan . Rp. 21.927.000.000

2. Analisis kebutuhan biaya tersebut diatas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara dan disampaikan untuk keperluan penganggaran.

3. Selanjutnya, sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan, disarankan agar mengajukan
permintaan Tenaga Pengelola Teknis kepada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Demikian dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
N

KEPALA/DINAS,

ERASUKMA MUNAF..S.T. ,M.M., M.T.
Pembina Utarha Muda (IV/c)
NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Pertinggal.



LAPORAN

ANALISA KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

JL.DIPONEGORO NO. 8, KEL. BELAKANG TANGSI, KEC. PADANG BARAT
KOTA PADANG

OLEH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG




DASAR ANALISA KEBUTUHAN BIAYA
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

1. Dasar Penghitungan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonecgia

Nomor ;16 Tahun 2021
Tanggal : 2 Februari 2021
tentang : Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung

2. Dasar Harga Satuan Bangunan Negara per m2 :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang

Nomor : 600/9/DPUPR - PDG /IV/2023
Harga Satuan Standar Bangunan Gedung Negara ( HSBGN) Kota Padang

Tahun . 2023
Tanggal : 13 April 2023
Tentang

Harga Satuan Pekerjaan Bidang ke PU-an dan HSBGN Tahun Anggaran 2023
Dasar Harga Satuan Bangunan Negara per m2 :

Dasar Harga Satuan Bangunan Negara per m2 :
Gedung Kelas Bangunan Tidak Sederhana ; Rp 6.270.000,-
Gedung Kelas Bangunan Sederhana : Rp 4.960.000,-

3. Dasar Pelaksanaan :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 19 Tahun 2016
Tanggal ¢ 11 April 2016
tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Nomor © 1625/KPTUN.W1-TUN2/HM2.1/X/2023
Tanggal . 20 Oktober 2023
tentang :  Permohonan Analisa Biaya Restorasi

dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
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Analisis Nomor

LAMPIRAN SURAT Nomor :

Tanggal :  Desember 2023

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN

JUMLAH TINGKAT ATAS BANGUNAN
JUMLAH LAPIS BASEMENT

LUAS LANTAI ATAS BANGUNAN
LUAS LANTAI BASEMENT

LUAS TOTAL BANGUNAN
KOEFISIEN TINGKAT ATAS BANGUNAN
KOEFISIEN LAPIS BASEMENT
KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN
FUNGSI BANGUNAN/ RUANG
KLASIFIKAS| BANGUNAN

: GEDUNG KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

: 2025 LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
13 LANTAI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Em LAPIS PEMAKAI : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

1700 m? ALAMAT : JL.DIPONEGORO NO. 8, KEL. BELAKANG TANGSI

- m° KEC. PADANG BARAT, KOTA PADANG

’ 1.700 m?
2
1 1,120

: GEDUNG KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
: GEDUNG KELAS BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

i DASAR ANALISIS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) = Rp 6270 000
Berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kota Padang
Il. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR
A. Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar = Koefisien Tingkat Bangunan x HSBGN
Biaya Satuan Pekerjaan Standar = 6.270.000,00 x 1,120 = Rp 7022400
B. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar
Biaya Pekerjaan Standar = 1.700,00 x Rp 7.022.400
= Rp 11 938 080 000
. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR
A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar
TERHADAP SELURUH
BOBOT YANG BOBOT NILAI
BANGUNAN
NO. URAIAN PEKERJAAN ; DIUSULKAN ) %)
min. max.
1. |Alat Pengkondisi Udara - e B - %) 8% 8% | 60,00 9,00
2. EIevatorIEscalator 8% 717{% 10% 40,00 4,00
3. |Tata VSuara {Sound System) ) 2% | 4% % | 40,00 1,20
4, TelepoanABX 1% 3% 2% B 20 00 0,40
| 5. |instaiasi T (nfarmasi & Teknolagi) i - 6% 1% 10% - 5000 5,00
6. |Elektrikal 7% 12% 10% EJ.(}O 5,00
7. |sistem Proteksi Kebakaran = 7% 2% | 10% 50,00 5,00
8 Panangkal Peur Khusus - - 1% 2% 2% - 20,00 0,40
9. |Instalasi Pengolahan Air Limbah S . 1% 2% 0% ) o -
10. lntenor (Termasuk fumifure) ) - — 18% | 28% 20% 4000 8,00
11. |Gas Pembakaran - o 1% 2% 0% - -
12. |Gas Medis - ] - I 2% | 4% 0% . -
| 13. |P Pencagahan Bahaya Rayap B i 1% | 3% 2% 30,00 0,60
14. |Pondasi Dalam 7% 12% 12%77 100,00 12,00
15, Fas:hias Penyandang Cacat . B B 3% | 5% 5% 30,00 1,50
16. SamndPrasa;ajg Lingkungan 8% | 8% ) 5% | 5000 2,50
7. Perizinan selain Izin Mendirikan | E angunan { (IMEI) B e o @ 1% | 1% i 100,00 1,00
18. Penylapan dan Pematangan Lahan i - B | - 3.5% _3,5% | 50,00 1,75
19. [Pemenuhan Pereyaratan Bangunan Gadung Huau ) o N = }5% 95% | 5000 4,75
20. Penyambungan Utilitas - 2% 2% 100,00 2,00
64,10
Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar 64,10 % x 1,120 x Rp 6.270.000 = Rp 4501358
Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar 1.700,00 x Rp 4.501.356 = Rp 7652308 600
[JUMLAH NILAI PEKERJAAN NON STANDAR (%) max. | 150 64,10




B. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar
1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar = Rp 7652 308 600
2. Biaya Peningkatan Mutu =Rp 0+
=Rp 7652308600
IV. BIAYA PEKERJAAN FISIK

1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR =Rp 11938080000
2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR =Rp 7652308600 +

= Rp 16 560 388 600
Dibulatkan = Rp 19600 000 000

V. KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN

1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK =Rp 19600 000 000
2. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI =Rp 1 136 800 000
3. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI =Rp 813 400 000
4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN = Rp 376320 000 +
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN =Rp 21826 520 000
PEMBULATAN = Rp 21927 000 000

Terbifang : dua puluh satu miliar sembiian ratus dua puluh tujuh juta rupiah

PADANG, DESEMBER 2023

MENGETAHUI : DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG
TiM ASSESMEN

1. MUTIA FITRIANL §.T.. M.Si.

Nip. 19830823 2000022 003 —‘1 "{r/
REA PUTRA, S E.. MM, l v

Nip. 19660504 194312 1 001 2. EKA RESTU WIJAYANTI, S.ARS.
Nip. 19961229 2020122 018

Catatan :
Ajuan biaya tersebut tidak mengikat pelaksanaan fisik dan periu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada wakfu perencanaan/pelaksanaan.



FOTO - FOTO
KONDISI UMUM
SITE PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

Lokasi Existing Pembangunan




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

Jalan Diponegoro Nomor 8, Kel. Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25117

Website. www.ptun—p&dang.go.idi Email. Eerat%gtun—gadﬂ.go.id

Nomor : lb2s /KPTUN.W1-TUN2/HM2.1/X/2023 Padang, 20 Oktober 2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
hal : Permohonan Analisa Biaya

Restorasi dan Perluasan Gedung
Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Yth,

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

Cq. UPTD P2BG

Di Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
Nomor : 00/23/DIKBUD/I11/2023 Tanggal 5 Maret 2023 tentang Restorasi dan Perluasan
Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (terlampir), bersama ini kami
mohon agar Kantor Dinas yang saudara pimpin dapat menerbitkan Surat izin
Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) dan Analisis Biaya Restorasi dan Perluasan
Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang nantinya akan kami
jadikan data dukung dalam usulan Restorasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang. Adapun tujuan Restorasi dan Perluasan Gedung kantor
dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat Pencari keadilan dan
Pembangunan Zona Integritas demi mewujudkan Satuan Kerja berpredikat Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),dan
pemenuhan kebutuhan ruang kerja yang layak untuk pegawai Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang. ‘

Restorasi dan Perluasan Gedung yang akan dilakukan yaitu dengan dengan
memaksimalkan kondisi bangunan yang ada saat ini dan memanfaatkan lahan yang

tersedia.

193
lig .7



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

NIP. 196610191992032003

i

wrrﬁl};‘im, S.H., M.H/
6




